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ABSTRAK
Tujuan dalam tulisan ini adalah menganalisis pengaturan marital rape dalam RUU KUHP dan mengkaji landasan kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menjelaskan bahwa marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan. Dalam RUU KUHP diatur bahwa “persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dipidana karena melakukan perkosaan”. Kriminalisasi marital rape didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan seksual, secara yuridis pengaturan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dan secara sosiologis kasus marital rape sudah pernah terungkap di tahun 2014 dan kemungkinan masih banyak kasus yang belum terungkap. 
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ABSTRACT
The purpose of this study are knowing the marital rape regulation in RUU KUHP and knowing the basis of marital rape criminalization in RUU KUHP. In this paper the author uses the yuridis normative method with statute approach. This study results show that Marital rape is rape committed in a marital relationship. In RUU KUHP it is regulated that coercion with violence carried out with her consent, because her believes that him is a legitimate her husband, is convicted of committing rape. The criminalization of marital rape is based on philosophical considerations that the state is obliged to provide a sense of security and protect each of its citizens from sexual violence, juridically this arrangement is consequence of Indonesia as a rechtstaat, and sociologically the marital rape case has been revealed in 2014 and it is likely there are still many cases that have not been revealed.
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I. 
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 

Asas legalitas telah menjadi ciri khas dan karakter hukum pidana. Menurut asas legalitas “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Artinya, suatu perbuatan dikategorikan tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut sudah diatur sebagai tindak pidana dalam hukum tertulis. Keberadaan asas legalitas inilah selanjutnya menjadi pertimbangan pentingnya dilakukannya pembaharuan dalam hukum pidana khususnya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingat KUHP merupakan pedoman dan acuan pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Seperti contohnya, apabila terjadi suatu peristiwa yang menganggu ketertiban umum maka aparat penegak hukum hanya dapat memprosesnya apabila didasarkan pada hukum atau dengan kata lain peristiwa tersebut sudah diatur dalam hukum positif. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan. Upaya pembaharuan KUHP terus mengalami perkembangan bahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) sampai saat ini (per September 2019) telah merumuskan 628 pasal yang meliputi Buku Pertama mengenai aturan umum yang terdiri dari 6 (enam) BAB, dan Buku Kedua yang khusus mengatur mengenai Tindak Pidana terdiri dari 36 (tiga puluh enam) BAB. Dalam upaya pembaharuan yang didasarkan pada pertimbangan politis, praktis dan sosiologis RUU KUHP ini tengah dihadapkan dengan respon masyarakat bukan hanya yang menyetujui ketentuan di dalam RUU KUHP namun juga ada penolakan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP mulai dari kalangan akedimisi, mahasiswa hingga masyarakat umum. 
Salah satu pasal yang tengah menjadi perdebatan adalah dikriminalisasikannya perkosaan dalam perkawinan atau dikenal dengan istilah “marital rape” sebagai tindak pidana. Pasal ini diatur dalam BAB 22 (dua puluh dua) mengenai Tindak Pidana terhadap Tubuh yaitu pada pasal 479. Seringkali kasus marital rape atau perkosaan dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang aneh, karena perkosaan yang biasanya dikenal adalah apabila pelaku tidak terikat dalam perkawinan dengan korban. Masyarakat masih belum memahami konsep pemerkosaan dalam perkawinan, karena pemerkosaan dianggap hanya dapat terjadi dalam kondisi tidak terikat perkawinan, sedangkan ketika sudah kawin, hubungan seksual meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancamanan kekerasan dianggap bukanlah merupakan pemerkosaan.
 Sehingga, suami yang memaksa atau mengancam istri untuk melakukan hubungan seksual jarang dimunculkan kepermukaan sebagai sebuah kejahatan perkosaan. Pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan domestic.
 Kekerasan ini akhirnya menguak kejahatan yang selama ini tidak terlihat dan tersembunyi akhirnya dikenal dalam masyarakat sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kenyataanya justru rumah tangga menjadi tempat kekerasan baik fisik maupun kekerasan seksual terjadi salah satunya mengenai marital rape. Sementara, beberapa alasan mengapa masyarakat menolak dikriminalisasikannya marital rape ke dalam RUU KUHP karena masyarakat masih menganggap bahwa istri harus mengikuti kemauan suaminya termasuk dalam hal melakukan hubungan seksual walaupun dalam hal tersebut istri diancam dengan kekerasan agar mau melakukannya. Hal ini pun, tidak terlepas dari adanya kesalahan dalam memaknai ketentuan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa, “setiap istri harus patuh kepada suaminya…” Ketika marital rape dikategorikan sebagai tindak pidana, masyarakat menganggap bahwa negara telah jauh masuk ke ranah privat warga negaranya sehingga tidak sesuai dengan postulat yang dikenal dalam hukum pidana bahwa hukum pidana hanya berlaku “di luar tembok”. Namun apakah memang ketika marital rape dikriminalisasi maka negara telah masuk terlalu jauh mengurusi urusan pribadi warga negaranya atau justru dikriminalisasikannya marital rape merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam menjamin pemenuhan hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan. 
Untuk mengkaji lebih dalam pengaturan mengenai isu marital rape penulis menelusuri beberapa tulisan yang berkaitan dengan isu ini diantaranya: Titin Samsudin dalam tulisannya menyatakan bahwa “persoalan marital rape (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melakukan hubungan seksual disertai pemaksaan berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan”
. Lebih lanjut Firgie Lumingkewas dalam tulisannya menyatakan bahwa “tidak diaturnya marital rape dalam hukum positif akan berpotensi mengakibatkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban”
, namun dalam tulisannya belum membahas apa yang menjadi landasan sehingga marital rape perlu diatur lebih lanjut dalam hukum positif.  Sementara Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud dalam tulisannya hanya membahas mengenai penyelesaian marital rape melalui  Restorative justice
  namun tidak mengkaji pengaturan marital rape dalam RUU KUHP dan tidak membahas lebih komperhensif apa yang menjadi landasan pentingnya marital rape diatur dalam hukum positif. 
Sehingga, berdasarkan pertimbangan di atas penulis ingin membahas sekaligus mengkaji isu dikriminalisasikannya perkosaan dalam rumah tangga melalui tulisan ini dengan mengangkat judul “URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI MARITAL RAPE DALAM RUU KUHP INDONESIA” 
1.2 Permasalahan 

Adapun rumusan masalah yang penulis akan jawab dalam tulisan ini adalah:

1.2.1 Bagaimana ruang lingkup dari pengertian marital rape sebagaimana dimaksud dalam RUU KUHP Indonesia? 
1.2.2 Apa urgensitas pengaturan kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup pengertian marital rape dalam RUU KUHP Indonesia. 
1.3.2 Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan pentingnya marital rape dikriminalisasi dalam RUU KUHP Indonesia.

II.
Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif, hukum dikonsepsikan sebagai hukum positif.
 Dalam tulisan ini penulis menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai isu marital rape. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini penulis gunakan untuk dapat mempelajari apakah marital rape penting untuk dimasukan ke dalam RUU KUHP atau tidak. Dalam tulisan ini, selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah pandangan-pandangan para sarjana dalam buku-buku literatur maupun artikel yang menunjang pemahaman penulis mengenai masalah dalam tulisan ini. Selanjutnya, penulis menganalisis mengenai konsep marital rape yang diatur dalam RUU KUHP. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang diangkat dalam tulisan ini. 
III.
Hasil dan Pembahasan
3.1 Ruang lingkup pengertian marital rape dalam RUU KUHP Indonesia
Perkosaan sudah dikenal sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, bahkan bagi pelakunya dapat diancam pidana penjara yang cukup berat. Hal ini tidak terlepas bahwa perkosaan telah dinilai sebagai kejahatan yang merendahkan harkat manusia.
 Sehingga, tidak salah apabila kemudian perkosaan digolongkan sebagai kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis maupun sosial pada korbannya.
 Menurut R. Sugandhi perkosaan adalah “ketika seorang pria melakukan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya disertai dengan kekerasan dan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita sehingga mengeluarkan air mani”.
 Laki-laki dan perempuan bisa saja menjadi korban perkosaan. Namun, kaum perempuanlah yang lebih menderita daripada laki-laki. Kalau laki-laki dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh perempuan maka mereka hanya akan merasakan sakit. Sementara apabila perempuan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh laki-laki dalam melakukan hubungan seksual, bukan hanya rasa sakit yang dirasakan, namun apabila perempuan tersebut kemudian hamil maka rasa sakit yang dirasakan akan bertambah bahkan juga dapat membuat perempuan tersebut trauma. Jika mengacu pada KUHP saat ini yang sudah mengatur mengenai perkosaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 285 bahwa “suatu perbuatan dikatakan sebagai perkosaan ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar ikatan perkawinan”. Artinya perbuatan tersebut hanya akan dikategorikan tindak pidana perkosaan jika pelaku dan korban tidak memiliki ikatan perkawinan. Berbeda halnya dengan marital rape. Marital rape terdiri dari 2 kata yaitu marital hubungan status suami istri, hubungan perkawinan
 dan rape yang berarti memerkosa, pemerkosaan.
 Sehingga¸marital rape berarti perkosaan yang terjadi dimana pelaku dan korban berada dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan pada ketentuan marital rape yang diatur dalam RUU KUHP
 yaitu “persetubuhan dengan seseorang atas persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dengan kata lain suami yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (termasuk istrinya) dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Bahkan, dalam RUU KUHP pengertian perkosaan diperluas termasuk “memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain”. Sehingga, perluasan makna perkosaan dalam RUU KUHP potensi terjadinya kehamilan akibat dari perkosaan bukan lagi menjadi fokus terjadinya tindak pidana perkosaan.
 
3.2 Urgensitas Pengaturan Kriminalitas Marital Rape Dalam RUU KUHP Indonesia 
Kriminalisasi dalam hukum pidana merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang apabila melanggarnya akan  diancam pidana.
 Secara singkat kriminalisasi dapat diartikan proses dalam menentukan suatu perbuatan yang mulanya bukan dikategorikan tindak pidana menjadi tindak pidana. Berkaitan dengan marital rape atau perkosaan dalam perkawinan selama ini di Indonesia bukanlah digolongkan  tindak pidana. Hal ini dapat ditelusuri pada Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa “tindak pidana perkosaan terjadi apabila seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa”. Ruang lingkup tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP adalah apabila persetubuhan dilakukan oleh pelaku disertai kekerasan kepada perempuan yang sudah berumahtangga. Sementara apabila suami memaksa disertai kekerasan kepada istrinya yang masih terikat perkawinan untuk melakukan hubungan seksual maka perbuatan tersebut bukan termasuk perkosaan dalam KUHP saat ini. Padahal data menunjukan perkosaan dalam perkawinan itu bisa saja terjadi bahkan data menunjukan dari 172 kasus meningkat menjadi 195 kasus di tahun 2018.
 Sehingga berikut penulis uraikan pertimbangan kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP : 
Pertama secara filosofis, bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 Disisi yang sama keberadaan hukum pidana memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan ini UUD NRI Tahun 1945 sebagai staatfundamentalnorm telah mengatur hak konstitusional yang berhak didapat oleh setiap warga negara dan negara wajib untuk memenuhinya. Salah satunya yatu hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual. 
 Kekerasan seksual yang terjadi ranah publik maupun privat maka negara wajib hadir untuk menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan salah satunya melalui kebijakan legislasi. Marital rape jika dilihat locusnya memang terjadi dalam ranah privat dimana pelaku dan korban memiliki ikatan perkawinan, namun meskipun terjadi kekerasan dalam ranah privat apalagi menyebabkan penderitaan maka sudah seharusnya negara hadir. Mengingat bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan justru dapat mempengaruhi kesehatan perempuan (istri) bukan hanya beban secara psikologis. 
Kedua, dari aspek yuridis, dalam hal substansi hukum, KUHP saat ini hanya mengatur kekerasan seksual mengenai perkosaan yang terjadi dimana pelaku dan korban tidak terikat perkawinan. Padahal, perkosaan dimana pelaku dan korban masih terikat perkawinan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data Komnas Perempuan di tahun 2019, hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri, mencapai 195 kasus pada tahun 2018.
 Ini menunjukan bahwa  KUHP saat ini belum mengakomodir fakta yang terjadi di masyarakat. Melihat tindak pidana pemerkosaan, tidak bisa hanya melihat pelaku terikat atau tidak terikat dalam perkawinan, namun yang paling penting adalah bagaimana dan dengan cara apa persetubuhan itu dilakukan, tidak perduli siapa pelakunya maupun siapa korbannya. Setiap persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan maka hal ini telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban untuk merdeka terhadap tubuhnya sendiri dan terbebas dari rasa aman. Jika ditelusuri lebih jauh kriminalisasi marital rape bukanlah suatu yang baru dalam hukum positif di Indonesia. Ketentuan mengenai marital rape dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga walaupun memang tidak secara eksplisit diatur, karena istilah yang digunakan yaitu “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”. Sementara, pengaturan marital rape dalam RUU KUHP mengatur lebih konkret siapa pelaku dan korban tindak pidana perkosaan. Jika mengacu pada UU PKDRT yaitu pasal 5, pasal 8 huruf a dan pasal 46 berturut-turut telah mengatur bahwa “apabila suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya sendiri maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Keberadaan pasal ini sebenarnya telah menunjukan bahwa ketika terjadi kekerasan UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan antara ranah publik dan ranah privat.
 Namun sayangnya, Pasal 8 tersebut ruang lingkupnya masih sangat luas dikarenakan korban yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang menetap dirumah seperti anak, anak angkat, suami/istri, kakek, nenek, mertua, ipar dan pembantu rumah tangga, hal ini terlihat belum adanya spesifikasi korban dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana. Sementara pengaturan marital rape dalam pasal 479 RUU KUHP secara expresis verbis lebih ditentukan spesifikasi korbannya dibandingkan dengan ketentuan dalam UU PKDRT.
Ketiga, secara sosiologis, marital rape dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
 Sehingga marital rape dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga  karena perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan secara seksual disertai pemaksaan. Isu mengenai marital rape bukan hanya sekadar mengenai hubungan seksual namun perlu dilihat dampak yang terjadi jika ini tetap dibiarkan. Bayangkan, apabila suami ternyata memiliki penyakit yang menular
 dan kemudian memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, maka hal ini jelas telah merugikan pihak perempuan khususnya istri. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah maupun masyarakat karena kekerasan tersebut dianggap sebagai masalah tempat tidur yang sangat pribadi.
 Selain itu, selama ini perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan bukan hanya kekerasan seksual saja namun kekerasan seksual yang dibarengi dengan kekerasan fisik karena adanya pengaruh patriarkal dimana secara kultural laki-laki seolah-solah telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan.
 Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa suami memperkosa istri sangat mungkin terjadi yaitu salah satunya kasus ditahun 2014 dalam “Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps”. Dalam kasus tersebut pelaku (suami) memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, namun istrinya menolak karena dalam kondisi sakit jantung dan sesak nafas  sehingga menolak untuk melayani pelaku (suaminya). Namun korban tetap dipaksa disertai kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban (istrinya). Korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya. Atas tindakannya pelaku JPU menuntut terdakwa dijatuhkan penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan fakta dipersidangan, akhirnya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 
Jika melihat tuntuan JPU dan putusan pengadilan yang hanya menghukum pelaku pidana penjara selama 5 (lima) bulan, penulis berpandangan hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang dialami korban. Padahal jika mengacu pada pasal 46 UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual dimana pelaku dan korban masih terikat dalam perkawinan dapat diancam pidana penjara atau denda yaitu penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Penulis berpandangan, rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari pertimbangan bahwa secara hukum positif masih belum cukup pengaturan mengenai marital rape bahkan dikalangan sebagian masyarakat isu ini masih dianggap bukan urusan negara karena berada di ranah privasi warga negaranya. Namun, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimasukannya delik marital rape ke dalam RUU KUHP justru memperkuat pengaturan norma mengenai kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT. Pengaturan marital rape dalam RUU KUHP  secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa isu ini bukan lagi menjadi urusan privat yang disembunyikan namun segala bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik maupun privat sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama, bahkan ancaman pidana tersebut sekaligus menyadarkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang sudah berumah tangga agar tidak melakukan kekerasan. Pengaturan marital rape dalam RUU KUHP diharapkan dapat memberikan pandangan yang benar mengenai konsep perkosaan dimana yang menjadi titik fokusnya bukan hanya terletak pada hubungan antara pelaku dan korban namun bagimana cara hubungan seksual tersebut dilakukan. Apabila sudah ada indikasi hubungan seksual dilakukan dengan kekerasan maka negara wajib hadir untuk melindungi korban walaupun peristiwa tersebut ada pada ranah privat. 
Kasus marital rape merupakan bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan (istri) karena kerentanan posisi mereka, terutama berkaitan dengan kepentingan seksual laki- laki.
 Marital rape tidak bisa diacuhkan begitu saja hanya karena berada di ranah privat, namun permasalahan kekerasan seksual ini sudah seharusnya menjadi perhatian negara dalam menanganinya. Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dapat dikategorikan sebagai exploination rape, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.
 Exploitation Rape, yaitu perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 
. Pengaturan pasal mengenai marital rape dalam RUU KUHP juga bukan bertujuan untuk melarang suami dan istri melakukan hubungan seksual, melainkan melarang melakukan hubungan seksual dengan kekerasaan. Hal ini juga diperkuat dari hasil studi Ririn Indraswari bahwa “pengaturan marital rape yang diatur dalam RUU tersebut ialah kita tidak boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain terkait fungsi reproduksinya. Seseorang tidak bisa untuk memaksakan orang lain memuaskan nafsunya semata dan merugikan pihak lain secara bebas. Ketika seorang tersiksa saat berhubungan seks, orang tersebut bisa melapor dan mendapatkan payung hukum.”
 Apabila dilihat dalam aspek perkawinan maka persetubuhan antara suami istri adalah hal yang wajar namun apabila dilihat dari cara melakukannya jika dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan maka hal ini tidak dapat dibenarkan. 
IV. 
Kesimpulan

4.1 Konsep marital rape diatur dalam RUU KUHP adalah “setiap orang termasuk suami yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (termasuk istrinya) dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Bahkan, dalam RUU KUHP pengertian perkosaan diperluas termasuk “memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain”. 

4.2 Kriminalisasi adalah proses menjadikan perbuatan yang bukan digolongkan tindak pidana kemudian menjadi tindak pidana. Pentingnya kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP didasarkan pada aspek filosofis bahwa negara Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu melindungi setiap warga negara Indonesia sehingga negara wajib melakukan upaya memberikan perlindungan agar masyarakat terbebas dari kekerasan seksual. Secara yuridis, pengaturan marital rape dalam RUU KUHP merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan bentuk penguatan pengaturan mengenai kekerasan seksual yang sudah diatur sebelumnya dalam UU PKDRT. Kemudian secara sosiologis, pemaksaan hubungan seksual dimana pelaku dan korbannya terikat dalam hubungan perkawinan yang mengarah pada perkosaan sudah pernah terjadi di Indonesia dan sudah diputus oleh Pengadilan di tahun 2014. 
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